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Aa‘a dzm hal pemmg mengena; perzega:’xan HAM a'alw:»: hukum. pe.~~ i . -
tama se;auh makia peranan. hidkum dapat. diber a'ayal‘an itk melma’ung; hak .0

. asasi manusic. Kedua keberadaan perciurar per wxdanv—undangmz yang tidak
_ dapat darmp!en:erztaszkmz bila menghadapi kekuatan besar yang menginjak-
L fnjak hak asasi ‘mantsia. DitIndonesic .sebagm akibat adanya ‘overregulasi
. kehzdapan sosial, politik membawa dampak yang buruk pada-hak-halk sipil
dan politik rakpat. Kondisi buruk di bidang hak sipil dan po!u‘rk te!czh memus-
fahu'fcaﬂ Jakjym unink memfcman il ekonomr ' ' IR ;

: 'Kata kunu penu:gakau, HA’\/I hukum, u:ra giobalrsas; multt dlmansaal

Al ?ENDAHULUAN _
..Hak azasi manusia mencakup
segsala bidang. kehidupan manusia,
baik sipil, politik maupun ekonomi,

s_osi__al ~dan_ k_ebuday_aan.; Kelima—
limanya  tidak . dapat dipisahkan

satu dari yang lain. Hak—hak asasi
politik dan sipil tidak ada artinya
apabila rakyat masih harus bergelut
dengan kemiskinan dan penderi-
taan. Tetapi di lain pihak, persoalan
kemiskinan, keamanan tidak dapat
digmﬁakaﬁ sebagal -alasan untuk

secara sadar.melanggar HAM . dan
kebebasan politik serta sosial masy-
arakat, Ifu berarti bahwa kita perlu
mengusahakan semuanya bersama—
sama. scimbang ~dan disemangati
oleh keinginan mema}ukan kehidu-
pan HAM.

- Secara umum setidaknya ada
dua hal penting yang berhubungan
dengan . penegakan HAM dalam
hukum. Pertama sejauh mana pe-
ranan hukom dapat diberdayakan
untuk melindungi hak asasi manu-

' Dr. Achmad Busro Dosen Fakuitas Hukum Universitas Dipenegoro Semarang
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sia, séjal'an" d'e'ﬁgaﬁ' prinsip-prinsip

hak asasi manusia sesuai dengan

apa yang tertulis di dalam instru-

~ternasional dan kedua sejauh mana

_' '_"ketentuan-ketentuan hak asa31 ma=:
. -nusia. terse:but dijunjung tinggi un-

tuk dlhorm_ai‘l serta dapat dijalankan
dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang pertama ini pentmg,
karena dalam kehldupan hukum da—

lam arti ketentuan hukum yang ada

di negara kita Jelas. masih banyak
produk hukum peninggalan pen-
jajah Belanda yang tidak sejalan
dengan prinsip-prinsip hak asasi
manusia sepeti. haatzaai artikelen
wethoek van straftrecht  dan, se-
- bagainya. Begitu juga di alam ‘ke-
merdekaan yang sudah enam puinh
lima tahun, masih banyak keten-
tuan hukum yang dibuat baik di-
sengaja maupun tidak sengaja tidak
sejalan dengan prinsip-prinsip hak
asasi manusia seperti munculnya
Undang-Undang Otonomi Daerah
vang akhirnya memunculkan pera-
turan daerah yang tumpang tindih,
bertentangan dengan peraturan di
atasnya, atau dengan perkataan lain
dalam beberapa hal lebih bersifat
represif ~ketimbang ketentuan pe-
rundangan yang lebih tinggi.

7 Hal yaﬁg kedua tidak kélaﬁ
pentingnya karena tidak bisa diban-

"“tah bahwa bukan tzdak ada hukum
men hak ‘asasi- ' manusia secara in- -

kita yang tidak- bertentangan den-

" gan prinsip- prinsip hak azasi ma-
‘nusia, tetapi peraturan pemndan;:an o
Jitu tidak berdaya atau tidak dapat: dz e

implementasikan bila meng,hadapi

“kekuatan besar yang menginjak-

injak prinsip hak azasi manusia.

[ Astinya memiliki ketentuan hukum
yang sejalan dengan hak azasi ma-

nusia bukanlah merupakan jaminan

terlaksananya hak azasi manusia.

Ada semacam keengganan untuk

melakukan “enforcement” karena
berbagai alasan politik, ekonomi
maupun budaya (Lubis 1995:1 )
Ketidakterpisahan antara hak-
hak sipil-dan politik dengan hak-

hak ekonomi, sosial dan budava

~mengandung arti bahwa tanpa ada-

nya penghormatan yang satu mus-
tahilkan terpenuhinya hak-hak yang
lain. Dalam kenyataan itu berarti
tanpa ada penghormatan terhadap
hak- hak sipil dan politik mustahil
dapat di nikmati hak-hak ekonomi.
Realitas kondisi hak-hak asasi ma-
nusia di Indonesia dengan sangat
jelas membenarkan pernyataan ter-
sebut, sebagaimana kita ketahui di
Indonesia sekarang ini kita men-
Jumpai kondisi yang kontras dalam
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lapanéan Lehldupan poiltik D1 b1-“ |

dang” ekonomi Ema menyaksxkan
_dalam lebih’ dar,l beberapa tahun

'terakhir ini kebljakan deregula31 di -

: :_selxtm perdag,angan

- investasi yang tu;uannya Jelas' n-

~tuk memberikan peranan yamr 1ebih
' besar kepada pihak’ swasta dalam
pembang,unan ekonomi.
Dereg,uiam kebljakan ei\onoml
dan berbaUm bentuk fasditas lamnya
telah memuné,kmkan plhak swasta
khususnya' ﬂolongjan ekonoml kuat
untuk meng_,embannkan poten31 dan
kekuataxmya dengan mengambil
alih aset negeua dan aset 1akyat
Sememara di bldanw pohuk yano
ter_;adi overregulasz atau’ pengatu—
ran yang berlebihan atas kehidupa.n
sosial polmk rakyat Dan muiax
keharusan untuk memmta jzin bila
rakyat akan berkumpul 1aran0an
barbagal bentuk eksprem pcndapat
sampat p&:mbatasan kebebasan ber—
oxg,amsam dan sebagamya '
“Uraian di atas menggambar-
kan secara jelas keterkaitan antara
hak-hak  sipil dan politik denoan
hak-hak ekonomi, sosial dan bu~
daya. Di Indonusm sebagai akzbat
adanya m*eregulau kehidupan so-
sial pohnk telah membawa dampak
yang buruk pada hak - hak sipil
dan politik rakyat. Kondisi buruk di

bldang, hak-hak Slpﬂ cian pohtlk 1n1

telah memustahﬁkan rakyat untuk

memkmaﬁ hak hah ekonommya

-(Nusantara 1995 5%). -
mdusm dan_ o

Memperhankan uralan daiam

- pendahuiuan dapaﬁah d1rumu<;kan _

yaltu |
(" Bag:aimana peneéakan hukum
dan HAM dapat dliaksanakan pada
era 1eforrna31 dan élob'lhsam yang

adanya dua . permasalahan

mult;dimensm_)nal, _dan (2) Bagai-
mana implementasi HAM dalam
hukum di Indonesia’ .~

"DANBAM T T

Hukum atau lebih tepat sistem
hukum daiam kontcks hak azasi
manusia tentunya tidak dapat dile-
paskan dan sektor kehidupan sosial
yang s harus dij adikan obyek sasaran
atau vanable mdependen dari re-
formast. Tetapi setelah mengtiaml
reformasi juga sangat dzharapkan
untuk dapat didaya gunakan peran
dan funwsmya sebagax subjek sa;a—
na atau variabel independen atau
sebaé,al
masi yang pada dasamya meru-
berba-
(indices) demokrasi

‘instrument” proses 1ef01-

pakan proses aktuahsasz
gai indeks
vang sebelumnya karena kesalahan

kolektif kita banyak di manipulasi- |
kan “Law Reform”™ fidak lagi hanya
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diartikan sebatrai pen ;:,antian pro-

_ duloprodul\ huLum kolomai denoan
_produk. hukum nasxonai tetap1 _;ug:,a

menoa.ndunw makna ciemo 'at:saa_
- --:hukum dan menjadlkan huixum Se--
1.'_ba;,a1 sarana demokmtxsas; (Muiadl_ '

reformam teiah meng,alaml proses
;perubahan yan;: sxgsmﬁkan deng,an
: 'memperhatxkan berbagai “keingi-
nan dan aspirasi mulndlmenslonal
umpamanya aspirasi supiastruktu~
ral, infrastructural dalam pergaulan
bangsa-bangsa terkandung aspirasi
yarig bersifat universal. Huku_m
ketertiban, perdamaian dan kea-
manan mempakan persoalan tang-
gung jawab negara, Banyak negara
melmhh mempercayakan tanggung
je}wab oprasional di bidang ini k-
pada _qrgani_s_asi penegak  hukum,
yaitu organisas _s'i_pii_, militer, atau
para mzhter | '
Men(rutzp Pasal 25 konvenan
Internasional tentang Hak-Hak Si-
pil dan Politik (ICCPR) yang men-
gatakan :
Setiap vWarga negara akan memiliki
hak dan kesempatan, tanpa pembe-
daan yang disebutkan dalam Pagal
2 dan pembatasan yang tak berala-
san :

_tem hukum sebag,al obyek :

a. Untuk mengambﬂ bagan dalam

:.;tmdakan urusan pubhk seaara_
_Iang,sung atau mulahu wakil-
-.wakﬂ ya,ng dlpihh Secara be-_-'_' .

b Memlhh ."(m;.."af@) | dan dlpihh”_'
* .._':-____:_dfilam pemﬂzhan berkafa Yang-f-_"'

-_sebenamya dengan hak pilih
universal .yang sama dan akan
d1selengja.arakan deng:,an pemun~ _
gutan suara rahasna yang men-
Jamin kc,bebasam pernyataan Le-—
.hendak dan para pemilih, _
i, Memihkl akses kepada 1ayanan
pubhk dz negaranya berdasar-
k__an s_ya_ra_t + Syaral persamaan
umum (Rover 2000;148).
Méskipun sulit  mengidentifi-
kasikan secara tepat hak atas pe-
mermtahan demokratis, Ketentuan
ICCPR (seperti Pasal 25 di atas )
secara fersurat dengan tegas mel-
mdung,: hak-hak. perorangan untuk
ambit bagian daiam bidang politik
sebagai urusan publik. Dengan ada-
nya hak tersebut akan menimbulkan
kewajiban negara tidak hanya untuk
menahan diri dari tindakan-tinda-
kan tertentu tetapi juga mengambil
langkah-langkah khusus yang dapat
menjamin orang dalam melaksana-
kan hak-haknya dengan bebas dan
sama.
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Memberikan - hak-hak + ‘pero-
rangan - dengan. bebas dan tanpa
.pandang' bulu-dalam artian “sama”
menunjukkan . adanya. pengakuan

- hak-hak-asasi manusia yang sekali-

- ;gusmenunjukkan adanya penegakan
“hukum’ dalam -negara “demokratis.
Untuk menentukan rumusan-yang
universal - mengenai -~ “demokrasi”
sebenarnya sangat sulit. Usaha me-
rumuskan demokrasi lebih mungkin
dicapai dengan menetapkan cirri-=
cirri ‘khas pemerintah -demokratis
yang dapat dipandang merupakan
sebutan yang umum, terlepas dari
sistem oprasional tertentu di suatu
negara tertenty. Ciri khas demikian
~memasukkan pemerintahan yang
terpilih secara  demokratis yang
merupakan - perwakilan. dari dan
bertanggung jawab kepada rakyat
negara tersebut keberadaan dan
penghormatannya - kepada Rule of
Law dan penghormatan kepada hak
asasi dan kebebasan manusia. Pasal
21 Pernyataan sejagat tentang Hak
Asasi Manusia (UDHR) menyata-
kan bahwa  kehendak rakyat akan
merupakan dasar dari kekuasaan pe-
merintahan ... (Rover 2000:149).
-“Penegakan hukum nasional da-
lam arti menjamin penghormatan
hukum dan akibat-akibat dari pe-
langgaran terhadap hukum, mun-

gkin -sama ‘tuanya -dengan’ hukum

itu-sendiri. Mengenai organisasi pe-

negak “hukum umumnya - memiliki

“hirarki yang kaku, merupakan tipe
~organisasidengan” sisfem tertutup.
_ ":Strukmruya acap kali bermfat ‘quasi
‘militer. Seperti sistem kepangka’zan

sehingga - dalam penegakan -hukum
biasanya bekerja di “bawah rantai
komando vang kaku dengan pemis-
ahan kewenangan dankekuasaan
yang ketat serta dalam pengambilan
keputusan sifatnya dari atas (fop
down). ;

Tipe organisasi penegak hukum
dengan sisterm tertutup akan selalu
mengalafni kesulitan dalam mene-
tapkan dan memelihara hubungan
etektif dengan masyarakat. Tipe ini

- juga akan mendapatkan kesulitan

menetapkan keinginan, kebutuhan
dan harapan masyarakat pada wak-
tu tertentu. Oleh karena itu, seiring
perubahan waktu secara bertahap
organisasi yang tertutup itu menga-
lami reformasi menuju pada sistem
yang lebih terbuka dalam penega-
kan hukum. “ Community policing
* telah menjadi alternatif yang dia-
kui dengan penekanan pada desen-
tralisast organisasi penegak hukum,

despesialisasi fungsi penegakan hu-

kum khusus dan penghapusan ting-
kat fungsional yang berlebihan di
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daia_;h struktur penegakan hukum.

~Twjuan - “Community policing

““.adalah ‘untuk ‘membina kembali
kedekatan dan saling pengertian di
| antara. penduduk dan -para: penegak
hukumnya Bertolak dari premis
':pokek bahwa penesc,akan ‘hukum
~merupakan. tanggung .. jawab - ber-
sama dari ‘para pemain (peranan)
negara -dan .anggdta masyarakat,
dan-bukan -hanya -organisasi pene-
gak -hﬁk_um sendiri. Kata kunei da-
" lam penegakan hukum demokratis.
seperti dalam pemerintahan demo-
kratis itu sendiri adalah bersifat re-
sponsif, representatif - dan accoun-
table { bertanggung jawab ) (Rover
2000;151-152).
Jadi dalam perkembangan pe-
negakan hukum dalam suatu negara

demokrasi, jaminan atau perlindun-

gan hak asasi manusia merupakan
“sesuatu™ yang tidak dapat dihi-
langkan bila ingin disebut sebagai
negara hukum yang demokratis. Se-
suatu yang dimaksudkan tidak lain
adanya jaminan dari negara dalam
penegakan hukum memperhatikan
nilai-nilai yang terkandung dalam
deklarasi hak asasi manusia yang
menjunjung tingai hak sipil dan hak
sosial dari setiap warga masyarakat
tanpa membedakan golongan, ras
dan kebangsaan secara universal.

- Lois Henkin menyatakan hak

asasi manusia  adalah . tuntutan-

tuntutan yang dipertahankan yang

dikenal -sebagai hak, bukan tuntu-
tan-tuntutan - atas .cinta, atau rah-
‘mat; persaudaraan. atau cinta kasih: .
orang tidak harus mendapatkan atay -

menerimanya. Tuntutan itu ‘bukan
hanya merupakan aspirasi atau per-
pyataan moral tetapi bahkan meru-
pakan  tuntutan-tuntutan hukum
berdasarkan hukum fertentu yang
dapat diterapkan (Harjon 1987:40),
Pada. bagian lain dalam Undang-
Undang tentang Hak Asasi Manusia

-No.39 th 1999, pengertiamiya da-

lam Pasal 1 ke 17 Seperangkat hak
vang melekat pada hakekat dan ke-
beradaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa yang wajib
dan merupakan anugerah-Nya vang
wajib-dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan har-
kat dan martabat manusia.

Bila ditelusuri, penegakan hak
asasi manusi seiring dengan per-
jalanan panjang bangsa Indonesia
menurut Muladi (Winandi 2005:50-
51) dapat dikategorikan menjadi 3
{tiga) orde yakni:

a. Penegakan HAM pada Orde

Lama
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Orde lama merupakan kelanjutan

: pemeuntahan pasca kemerdeka—
an 17 Auustus 1945 ),fan,gg lebih
memtzkberatkan pada perjuang_,an

- revolusi, ‘sehingga’ banyak pera-
__-_f'turan perundanmundangan yang B
dibuat “atas nama revolusi’ ‘yang
i telah: dlkoopta51 oleh kekuasaan 3
' tentangan dengan HAM, sekali-

. eksekunf “seperti: Ul No. 1964

U yang' memungkmkan ‘caimpur

“'tangan Presiden terhadap kekua-

*saan kehakiman dan UU Ne:11/

 PNPS/1963 tentang Pemberan-
~ tasan- Kegiatan ‘Subversi vyang
" tidak seSuai denga'n :I—IAM. :

. -Penegakan HAM pada Orde

- Baru

- Orde Baru yang berdiri sebagai
~ respon ‘terhadap gagalnya Orde
‘Lama telah membuat perubahan-
perubahan secara tegas dengan
- membangun demokratisasi dan
perlindungan HAM melalui Pe-
milu Tahun 1971. Akan tetapi,
setelah lebih dari 1 (satu) dasa
warsa, nuansa demokratisasi dan
perlindungan HAM yang selama
ini dijalankan Orde Baru mu-
lai bias, yang ditandai dengan
- maraknya prakiik KKN (Korup-
si, Kolusi, dan Nepotisme) serta
berbagai rekayasa untuk kepen-
tingan politik dan penguasa.

- '-Serlngkali pemermtah d1 masa

Orde Baru melakukan tmdakan'

- tindakan yang dzkatagonkan
'”'seba;_:al ‘crimes by government' _

- ‘atau fop hal crzmes seperti pen-

o culikag: terhadap pata aktivis
S ﬂ-zrprodemokras:
orang ‘secara’ paksa) vang ber-

{penghzlang,an

“'pun ‘pada“tahun 1993 Pemerin-
‘tah sudah mendirikan Komisi

Nasional ‘Hak “Asasi Manusia.
Sebagai puncakya, pada tahun

1998; Orde Bagu jatuh “dengan

adanya multi krisis di Indonesia
serta tuntutan adanya reforma51
{ d@ segala bldallﬂ

.'Penewai\an HAM pada masa
Orde Reformasi,

Orde Reformasi "yang dimulai
pada tahun 1998 berusaha me-
negakkan HAM dengan jalan
membuat peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan
HAM sebagai rambu-rambu, se-
perti UU No.39 Tahun 1999 ten-
tang Hak Asasi Manusia, Ratifi-
kasi terhadap instrument interna-
sional tentang HAM, UU No.26
Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM., yang memungkinkan di-
bukanya kembali kasus-kasus
pelanggaran HAM  berat di




180 - ACHMAD BUSRO, Penegakan HAM dalam Hukurn

..masa lalu, {'Sarfa pemberantasan
pwktek KKN

EB HAM DALAM HUKUM DI

INDONESIA

) '.'Seba;_,ai neggara hukum ttdak' '
"- _.'dapai‘ melepaskan dln dan persoa»

~lan yan.g berka1tan dengan hak asasi
manusia, Artmya bagaamana negara
daiam hal ini pemermtah 1nenyi-
Kapi _t__en_tang., keberadaan hak . asasi
‘manusia. Untuk itu perlu dipahami
mengenai isi hukum mengikat ba-
‘hwa hak asasi manusia adalah nilai
kemanusiaan ‘yang perlu. diwujud-
kan dalam hukum. Dalam kaitan-
nya dengan pembicaraan mengenai
hak asasi manusia mengandung arti
bahwa hak asasi. manusia .memi-
liki struktur sosial. Dimana struktur
sosial .menjadi. modal dasar untuk
memasuki ranah hak asasi manusia
yang perwujudantya dalam bentuk
sistem hukum dan isi hukum tidak
sama dimana — mana, setiap kelom-
pok masyarakat atau. bangsa (nega-

ra) mempunyai - hukumnya sendiri

(Apeldorn 1973:19). Pada bagian
lain Satjipto Rahardjo mengemu-
kakan -hukum diciptakan dengan
meramu dua tatanan nilai yang ber-
beda ialah tatanan nilai ideal dan
tatanan nilai kenyataan atau antara
nilai kesusilaan dan nilai kebiasaan

masyarakatnya (Rahardjo 1986:16).

‘Berkaitan dengan .perubahan  so-
.sial dan ':{ﬁiai-nilai yang.ada dalam
_-;masyaral(at terdapat aliran -hukum -
L Lyang:: mengatakan ‘bahwa. hukum =
._'_.___hanya meavzkuu perubahan» pe- .
-_":rubahan yang t@l‘_]adl ‘dalam . ma- |
syarakat, ai_l_ran hukum ini:dikenal

dengan mazhab sejarah dengan pe-
lopornya C.V. -.'Sa:w;i_gny_. ‘Berbicara
ranah teori sekarang bisa dijumpai
suatu aliran pemikiran yang disebut
Postliberal Strands.  Para pemikir
yang berkumpul dalam aliran ter-
sebut mengkritik keterbatasan dan
konsep hak-hak yang liberal. Kritik
terhadap filsafat Barat yang berakar
pada era Pencerahan memunculkan
tandingan dalam . pendekatan Hak
Asasi- Manusia - dari sudut Perso-
nalist Perspectives, Personalis dan
Personalisme berbeda dari Indivi-
dualisme Liberal maupun kolekti-
visme Marxist. Perspektif Persona-
lis disini oleh para pendukungnya
dipertegas dengan sebutan Perso-
nalist-Communitarian  Perspective
Perspectif yang disebut terakhir
beranjak lebih maju dari konsep
tradisional liberal mengenai hak.
Mereka menyaksikan
kemerosotan dalam bentuk depri-
vasi - deprivasi di bidang ekonomi,

ompok cultural, bahkan juga ke-

terjadinya
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.merdekaan 1nd1v1du Oleh karena
1tu d;ajukan perspekuf baru yalm'

permnaltst—(?ommumnan

' -Rahardjo_ 005 225).

Lo Banyak hal - yang . diharapkan .

ag,ar sistern hukurn b1sa berperan'

secara proaknf mengatam bcrbagai
current problems daIam turbulensz
keludupan 3051al pohtzk saat xm
yang apabila dlrenmigkan sanoat
mempnhatmkan seperu kerusakan
dan pencemaran lmgkungan konﬂlk
vertxcai dan honzomal turbulen31
ekononn hancumya asset~a$set tek—
knolom dan mdusm hutang, iuar ne-
gen yang tcrus membeng,kak daya
samg bané,sa dalam bentuk the ele-
ment.s of nazlonal power (kekuatan
ekonoml kekuatan militer, kekua-
tan dxplomasa moral authorzty dan
keunggulan teknoiogx) yang terus-
menerus merosot, iklim investasi
yang tidak menguntungkan foreign
dz_rect investment', KKN yang se-
makin dahsyat, meningkatnya peng-
angguran dan jumlah mereka yang
hidup di bawah garis kemiskinan,
g.,,erakan separatis, meningkatnya
extraordinary crimes seperti teror-
isme dll, premanisme politik, ma-
fla peradilan, otonomi daerah yang

tuse—“
___'but Perspektli: terseb' _”’mendekatx_ -

' keluar Jalu; memnwkatnya kuaixias

dan kuanutas i\@j&hﬂlﬂﬂ (z‘mmnm

-smnal) terogz,amsasz szstem ' checks
' cmci bcziames yang 1erkesan sebauai
: power u)m’est cmmmai ]Z[.SIK,E’ sys-_ s

lmjmt:ce ayviem rendahnya penda—_ =
-patan per kapita membudayanya

suap-menyuap (brzbery), hzlanonya
kepeloporan Asean malapraktlk
profeszonal masalah ketenauaker-
Jaan banyak~nya punvutan har
masaiah HAKI, perpajakan keti-
daksmpan menghadapl giobahsa51
kebutuhan perhndungan terhadap
lapang_.,an pertanian, pengamanan'
wilayah nas;onal yang secara ke-
seiumhan dapat dacakup dcngan
satu istilah krisis multidimensional
yang meng._,akibatkan istilah refor-
masi seoiah—olah telah Kehilangan
makna.

Pemahaman hukum dalam kon-
teks-sosial a.kan menyadarkan kita
bahwa semua persoaian di atas
membutuhkan Kkerangka hukum
yang komprehensif untuk lang-
kah awal mengatasinya. Semuanya
mengandung legal inferests, se-
muanya merefleksikan legal needs,
semuanya merupakan legal object,
senmanya merupakan ingar binger
{oufcries) yang membutubkan dan
mengharapkan pertolongan hukum,

berﬂeser menjadl cmmnal_ o
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Belum lagz masalahwmasalah.
iam yantr lansosung menyentuh m—_

deks demokrasg seperh peng,encia-
han sistem. checks dan bc:lancev'

menuptalxan punermtahan yang 5

transparan '

promos;
HAM menmgkatkan peranan ma-
‘ syarakat yang penuh percaya diri

(masy arakat madam) dan kelompak—_
keiompok kepentmg,an menuntas—_
kan restruktunsas; TNI dan POLRI

menyempumakan Otonam1 Daerah

memantapkan peran medla massa:

yantr merdeka dan memantapkan

kekuasaan kehakiman },fam3 mde«-_

pendent (Mulad; 2004 ps 5)

Hukum Indonesm merupakan

szstem atau tatanan hukum dan
asas-asas berdasarkan keadilan yang,
rneng,atur kehldupan masyarakat In-
donesia (Kusumaaﬁnadja 2000 5)
UUD 1945 telah menetapkan da-

sar neg_.,ala Indonesm yan& dlkenai_

dengan Pancasﬂa pada pembukaan—
nya Ini ber_arti Pam,asﬂa merupa—
~ kan mlaI— mlax dasar neéara (.staat

fundamenmi rzorm) yang menjach '

sumbel isi (mateﬂl) semua “hukum
(pcraturan perundang- undansoan)
di Indonesm sebag,ai dasar keadilan.
Secara fmrmal hal ‘demikian dite-

gashan dalam TAP MPRS No.XX /

MPRS / 1966 tentanu sumber temb

__tgbel dan resp0n51— -
__ dan perlmdun&,an'

hukum Indomsm j&ﬂ” kt,mudlan
d1pcrbaham1 oith TAP MPR No.JII
/ MPR / 2000 Menurut Hans Ixelsen:'
sumber dari se;_,ala sumber hukum:
1111 dmyatakan sebagal gr zmd nor m.
yang dalam khirarkhi hukum ne,g,ara:: ;

terdapat pada pembmtuk kozisntus'i':
(perundang:,-undanvan) atau orané,- -
orang yang iantrsung, atau tidak'
iangsung chben wewenang atau di-
deleﬂamkan oleh konstztu& tersebutt
(Kelsen 1995 117)
Sebacai
sumber
lai yang terdapat dalam Pamasﬂa'

sumber darl segala.

hukum kandung_,an ni-

adaiah nilai ketuhanan, kemanw
maan persatuan musyawarah dan
keadlian Urutan miai tersebut ber—:
snfat tetap txdak boieh dibolak ba{
lik sebagai ma,na telah termaktu%
dalam pembukaan UUD 1945 d1
sampmg itu nilai yang- satu delwan
yamg lain adalah berkaltan (Notone{
goro 1971 24—25) o

' Blla dlhubungkan dengan hak'
asasi ma'lusm sebagai nilai hukum
dalam masyarakat Indonesia. Per—
tama kah yan;D halus dtkemul\akan
ia merupai\an nilai ketuhanan yang:
bc,rSAﬁt mutlak dan universal, kare-
na memanu nilai I{c,tuhanan bers;fat
absoiut Yan;:, kedua bdgdlmanakah_
manusia Indones;a menangkap m~_
lai ketuhanan di bidang hak asasi
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manusia, tahap ini mungkm banyak

perbedaan satu denéan lainnya. se—_

suai deng,an perbedaan agama, ali-
ran. -agama,. waktu dan tempat.. Ke—
'tlga bxla penaf31ran nilai hak asasi

manusaa -yan_g_, ditaf31rkan oleh mau_'__ : "

d;ama}kan sendlr: sepanjang tzdak

' meruykan orang lain atan memm—.--"
bulkan perpecahan bangsa tidaklah
‘bila . diharapkan

masalah, tetapi.
Qrar:_l_g:-:iajn_ terikat misalnya dalam
bentuk hukum (peraturan perundan-
ga ) maka diperlukan musyawarah.
Permusyawaratany terhadap - nilai-
nilai hak asasi manusia yang perlu
dibuat dalam bentuk hukum adalah
unsur keempat. Kelima adalah ha-
sil musyawarah berupa hukum atau
perundang-undangan yang™ berisi=
kan tentang hak asasi manusia yang
dianggap adil.

Sesuai peran dasar negara da-
lam fungsinya sebagai sumber hu-
kum di Indonesia, dapat. disimpul-
kan teori kodrat yang bersifat theis
. tentang hak asasi manusia termasuk
paham yang dianut Pancasila sesuai
sila pertama. Adapun teori kodrat
rasional sejalan dengan sila kedua.
Teori utilitarian tentang hak asasi
manusia adalah sejalan dengan sila
ketipa, sedangkan aliran realisme
hukum sejalan dengan sila keem-

pat .Sﬂa keh’mé adéiah'éesuai deng-

an teori positivis.. Tetap1 sekali lagi
semuanya adalah- rangkaxan satu
kesatuan yang -tl_dak-_.dapat__dlpls_al_l_-
. -'i)afi pijakaﬁ dasar nérra'ra" 'tér-ﬂ_._: .

_hadap keberadaan hak asasi manu-

sia. tersebut d1 atas, bila. dxhubunv-. _

~ kan dengan perkembangan konsep

hak . -asasi manusia _jelas :“bahwa
hukur - Indonesia  imemberlakukan
dan menerapkannya sesuai dengan
perkembangan masyarakat atau ne-
gara dalam mengaspirasinya. Oleh
karena itu Indonesia menganut par-
tikularistik relatif tentang hak asasi
manusia, yang berarti di samping
memahami sifat universalisme hak
asasi manusia, tetapi berlakunya di
Indonesia sesuai dengan falsafah
atau dasar negara.

Sesuai sifat konstitusi, termuat
hak asasi manusia dalam UUD 1945
berarti menjamin perlindungan hak
asasi manusia sehingga sulit dica-
but. Hal ini mengingat untuk meru-
bah UUD lebih sulit dibandingkan
peraturan perundangan di bawah-
nya. Amandemen 2000 UUD 1945
yang memuat pernyataan lebih ba-
nyak tentang hak asasi manusia di-
banding sebelumnya menunjukkan

- pula perubahan nilai akan hak asasi

manusia yang harus dilindungi oleh




MPRS ___sebenarnya___dah membuat""__'-z
-.rancangan ketetapan tentang HAM _tiszpasz pengajuan usuian menﬂenaz'_f "'

dBa . -'::_r'-._*:-"5'ACHMA’D_isus#%o,-Ffehegjafkan' MAM'daiémHak&fﬁ'

_. dan- b{%1'w43nam3 serta bmtanggung '

if-_kon tusz d1bandmgkan pertama

' -_kajian, penehtzan penyuluhan pe-—
mantavan, ‘mediasi ¢

-'_"-pelanggaran hak asasi manusia, _' _

tetapi batal dzsahkan mengmgatf_' jperumusan kebljakan “yang “ber-
banyaknya kelompok rnasyarakatfl '-kaxtan dengan hak “asasi manusua o=
_'atau peng,uasa 6 orde baru ) yané,- _ kepada Konmas HAM penehtian
belum merasa perlu. ¢ 5 # o0 pendidikan, dan penyebariuasan in-"
U No 39 Tahun 1999 Ten- - form_as1 mengenai hak “asasi manu-
tang HAM; memandang kebebasan - sia. Peran "yahg terakhir diperlukaﬁ'
dan hak-— hak:dasar yang: disebut ketika nilai hak asasi manusia yang’

. sebagai ‘hak asasi ‘manusia 'mele-'  diberlakukan belum sejalan dengan
kat. secara kodrati ‘sebagai anugrah  nilai-nilai yang ada di masyarakat,
Tuhan YME. Hak-hak ini tidak da-  Terakhir ditegaskan dalam Pen-
pat dzmgkan Karenanya negara,”  jelasan Umum UU No.39 Tahun .
pemer_mtah atau  organisasi- apa- 1999, bahwa Undang-Undang ten-

pun mengemban kewajiban untuk — tang HAM merupakan payung dari

mengakui dan melindungi hak asasi seluruh. “peraturan  perundang-un-

manusia, *Meskipun -demikian ke~ - dangan tentang hak-asasi manusia,
bebasan ‘setiap orang dibatasi oleh  Oleh karena itu pelanggaran baik
hak asasi orang lain, ~ - ' langsung maupun tidak langsung |
- ‘Selain “mengatur “secara rinci atas hak asasi manusia dikenankan
tentang hak-hak asasi manusiasesu-  sanksi pidana, perdata dan atan ad- -

ai deklarasi maupun kovenan PBB  ministratif sesuai ketentuan peratu-
dan- mtrumen lamnya, UU No.39 ran perundang-undangan. Khusus
Tahun' 1999 Juga mené,atur menge-  unfuk menyelesaikan pelanggaran
nal_Pembentukan Komisi Nasional  hak asasi manusia yang berat dip-
HAM," seﬁagai' lembaga mandiri,  erlukan peraturan khusus berupa
Iembag:,a berfungsx ‘bertugas ~ Undang-Undang Pengadilan HAM,

i jawab untuk  melaksanakan peng..'__'




--%Aﬂesbﬁkds,ém,'vmmhe '2,"Nékﬁor'f1.’{jésémbér’z'o1o o ags

yang saat 1m dlbeilakukan UU

_"No 26 Talmn 2000
Adapun
kemanusman a_daiah_’__-;

kej ahatan

| secara langsung terhadap penduduk“ “

sxpxl bempa pembumxhan pemus-
perbudakan
perampasan kemerdekaan secara
sewenang wenang dengan melang-
gar asas-asas hukum intérnasional,
-peny1ksaan perkosaan masal, pen-
ganiayaan terhadap suatu kelom-
pok tertentu iyang dldasan paham
politik, peng,hﬂang,an secara paksa,
dan kejahatan aparz‘hezd (Nursamsz
2002 133) N\

-nahan penguszran

D. PENUTUP
Paparan singkat_
penegakan "HAM ~dalam “hukum
pada era. g'l'ob'anlisaé}i' yang multidi-
mensional pada hakekatnya ingin
menunjukkan betapa pentingnya
penegakan HAM dalam hukum un-
tuk bersama-sama ditegakkan agar
kehidupan befbang_sa dan bernegara

mengenai

dengan semangat reformasi jangan

sampai terjebak pada euforia. Se-

hingga menyimpang dari tujuan di-

terhadap _
saiah satu_ : -_-donesza_ mengadx kewajiban seIuruh 5
; "_:'-:10ngan pemermtah maupun pero-. T
: ',_-'f'rangan untuk dapat memajukan ke~ -
:hldupan HAM. Bag1 mereka yang. 5

terbxtkannya UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM,
' Daiam prespeknf hukum di In-

-mempunyal ‘potensi untuk meng-
'gunalxan kekuasaan leblh dari pada
| g,olong:an yang lam da]am masyara-

:kat mempunyax kewaijan lebih be-

sar untuk_mem ag,e; tmd_akannya agar

tidak _melanggar HAM Arogansi

kekuasaan dari pihak golongan ma-
napun sudah waktunya untuk di-
akhm ‘karena tidak sesuai dengan
semangat untuk memajukan HAM.
Perjalanan kita' mas1h panjang da-
lam petjuangan untuk menegakkan
dan mehndungl HAM 1akyat Indo-
nesia.

Dlalog, harus tetap dibuka baik
pada aras naswnal maupun pada aras
transnasional dalam era globalisasi
yang mulndlmensmnai ‘karena un-
tuk menemukan kesezmbang,an dan
keseiarasan antara hak—hak individu
dan hak—hak_ kolektif, antara nilai-
nilai yang universal dan partiku-
lar dalam persoalan hak-hak asasi
manusia, guna memenuhi tuntutan
kehidupan yaﬁg terus menerus be-
rubah.
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